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Reviu Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan kewajiban bagi setiap
Instansi Pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator, Kementerian Negara,
Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara,
serta lembaga lain yang menjalankan fungsi pemerintahan, hingga pemerintah
daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga yang menjalankan fungsi
pemerintahan di bidang administrasi peradilan juga wajib menyusun IKU yang
selaras dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis.

Untuk itu, diperlukan koordinasi yang efektif di lingkungan Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI, baik pada tingkat pimpinan maupun antar-unit kerja,
sehingga proses penyusunan IKU dapat dilaksanakan secara komprehensif dan
penerapannya berjalan secara integratif di seluruh unit organisasi. Keselarasan IKU
antar-unit organisasi menjadi hal yang fundamental untuk memastikan bahwa
setiap capaian kinerja berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran strategis
Kepaniteraan dan Mahkamah Agung secara keseluruhan.

Cakupan IKU pada setiap tingkatan unit kerja Kepaniteraan MA RI harus
mencerminkan indikator kinerja keluaran (output) dan indikator kinerja hasil
(outcome), dengan memperhatikan hierarki, mandat, serta peran masing-masing
unit kerja, sehingga terbentuk tatanan kinerja yang terstruktur, terukur, dan selaras
dari tingkat unit pelaksana hingga tingkat pimpinan.

Selama pelaksanaan tugas, IKU pada umumnya tidak mengalami perubahan,
karena sebagian besar menjadi pedoman bagi Panitera Mahkamah Agung dalam
penyampaian Laporan Tahunan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Namun demikian,
dalam pelaksanaannya, IKU Kepaniteraan tetap dilakukan evaluasi secara berkala
untuk memastikan relevansi, efektivitas, serta kesesuaiannya dengan
perkembangan kebijakan dan kebutuhan organisasi.

Salah satu alasan utama dilakukannya Reviu terhadap IKU Kepaniteraan adalah
dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kepaniteraan Mahkamah Agung oleh
Panitera Mahkamah Agung, maka IKU yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2025



perlu dilakukan reviu guna memastikan keselarasan antara sasaran, indikator, dan
target kinerja yang telah dirumuskan. Reviu ini dimaksudkan untuk menjamin
bahwa seluruh komponen kinerja Kepaniteraan tetap sejalan dengan arah kebijakan
strategis, kebutuhan organisasi, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan

administrasi Kepaniteraan dan Mahkamah Agung pada umumnya.

1. Dasar Evaluasi dan Reviu Indikator Kinerja Kepaniteraan

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka evaluasi

dan reviu IKU pada Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah:

a. Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue
Print 2010-2035 (jilid II)

b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214 Tahun 2014 tentang jangka
waktu penangan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Rencana Strategis Kepaniteraan Mahkakamah Agung 2025-2029

d. SOP (Standard Operating Procedure) Penanganan Perkara secara Elektronik

pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

2. Indikator Kinerja Utama ( IKU) Kepaniteraan Mahkamah Agung
Dalam pemilihan dan penetapan IKU bagi Kepaniteraan, telah dilibatkan
berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders)
baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, IKU yang ditetapkan
diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup
memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.
Tolak Ukur IKU yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja
satuan kerja organiasi antara lain:
a. Spesifik;
b. Dapat dicapai
c. Relevan
d. Menggambarkan keberhasilan;

e. Dapat dikualifikasi dan diukur dan dinilai



IKU tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan antara lain:
a.Perencanaan jangka menengah
b.Perencanaan tahunan
c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
d.Pelaporan akuntabilitas kinerja
e. Evaluasi kinerja
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja

pelaksanaan program dan

kegiatan-kegiatan.

Adapun IKU Kepaniteraan 2025 yang telah di tetapkan pada awal tahun

adalah sebagaimana dalam metrik berikut:

NO. KINERJA UTAMA

SEMULA

KET.

1. | Peningkatan  Kualitas| a. Persentase penyelesaian perkara yang Indikator
Penyelesaian Perkara diselesaikan tepat waktu sesuai dengan
IKU 2025
b. Persentase Perkara yang diputus sesuai Indikator
dengan jangka waktu penanganan perkara | sesuai dengan
IKU 2025
c. Persentase perkara yang minutasi/dikirim Indikator
kepengadilan pengaju tepat waktu sesuai dengan
IKU 2025
d. Persentase salinan putusan yang tidak Indikator
dimohonkan pembetulan oleh pengadilan| sesuai dengan
pengaju/permohonan renvoi IKU 2025
e. Persentase perkara yang memenuhi syarat Indikator
kelengkapan berkas sesuai dengan
IKU 2025
2 | Peningkatan e. Persentase putusan perkara  yang Indikator
Transparansi dipublikasikan sesuai dengan
Penyelesaian Perkara IKU 2025
3 | Peningkatan Pelayanan | f. Persentase Pemenuhan layanan Indikator
Kesekretariatan penyelenggaraan Kesekretariatan | sesuai dengan
Kepaniteraan Kepaniteraan IKU 2025




Setelah di tetapkannya Rencana Strategis Kepaniteraan maka [IKU
Kepaniteraan 2025-2029 menjadi berikut:
NO. KINERJA UTAMA SEMULA KET.

1. | Terwujudnya a. Persentase penyelesaian perkara| Disesuaikan
penyelesaian perkara di Mahkamah Agung yang diselesaikan dengan
Mahkamah Agung yang tepat waktu Ren;tra

Kepaniteraan
transparan dan modern 2025-2029
b. Persentase Perkara yang diputus sesuai| Disesuaikan
dengan jangka waktu penanganan perkara dengan
Renstra
Kepaniteraan
2025-2029
c. Persentase perkara yang minutasi/dikirim| Disesuaikan
ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan
Renstra
Kepaniteraan
2025-2029
d. Persentase salinan putusan yang tidak| Disesuaikan
dimohonkan pembetulan oleh pengadilan dengan
pengaju/ pemohon renvoi Renstra
Kepaniteraan
2025-2029
e. Persentase Perkara yang memenuhi syarat| Disesuaikan
kelengkapan berkas dengan
Renstra
Kepaniteraan
2025-2029

2 | Terlaksananya f. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi| Disesuaikan
dukungan manajemen Pemerintah Mahkamah Agung dengan
pada kepaniteraan yang Renstra

i ) Kepaniteraan
prima dan optimal 2025-2029
g. Nilai Kinerja Anggaran Disesuaikan
dengan
Renstra
Kepaniteraan
2025-2029

3. Evaluasi Target Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan
Hasil evaluasi terhadap masing-masing indikator menunjukkan adanya
penyesuaian yang diperlukan seiring dengan dinamika internal maupun

eksternal Kepaniteraan Mahkamah Agung. Perubahan tersebut dilakukan guna



memastikan bahwa target kinerja tetap selaras dengan kondisi aktual, arah
kebijakan strategis, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan kepaniteraan.

Dengan demikian, target capaian IKU Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
untuk periode 2025 sampai dengan 2029 ditetapkan sebagaimana tertera berikut

ini :

SASARAN

TARGET CAPAIAN

INDIKATOR 2026 2027 2028

Terwujudnya
penyelesaian
perkara di
Mahkamah
Agung yang
transparan dan
modern

KINERJA

Persentase
penyelesaian
perkara
Mahkamah
Agung yang
diselesaikan
tepat waktu

90%

95%

96%

97%

98%

Persentase
Perkara yang
diputus sesuai
dengan jangka
waktu
penanganan
perkara

93%

94%

95%

96%

97%

Persentase
perkara yang
minutasi/dikiri
m ke
pengadilan
pengaju tepat
waktu

90%

92%

93%

94%

95%

Persentase
salinan putusan
yang tidak
dimohonkan
pembetulan
oleh
pengadilan
pengaju/
pemohon
renvoi

98%

98%

98%

99%

99%




SASARAN

INDIKATOR
KINERJA

Persentase
Perkara yang
memenuhi
Syarat
kelengkapan
berkas

80%

TARGET CAPAIAN

2026

81%

2027

82%

2028

85%

87%

f. Persentase
Informasi
perkara yang
dipublikasikan

71%

75%

76%

78%

79%

Terlaksananya
dukungan
manajemen
pada
kepaniteraan
yang prima
dan optimal

. Nilai

Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Mahkamah
Agung

77

78

79

80

81

b. Nilai Kinerja
Anggaran 77 78 79 80 81

4. Penutup Reviu Indikator Kinerja Utama Kepaniteran

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keselarasan antara
perencanaan strategis dan pencapaian kinerja, Kepaniteraan Mahkamah Agung
Republik Indonesia melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2025-2029. Reviu ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya
Rencana Strategis Kepaniteraan, sekaligus untuk menyesuaikan sasaran,
indikator, serta target kinerja dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan
organisasi.

Penetapan kembali target capaian IKU Tahun 2025-2029 menjadi bagian
penting dalam memperkuat konsistensi kebijakan kinerja dan memastikan
bahwa arah pembangunan organisasi selaras dengan visi dan misi Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Melalui proses koordinasi yang efektif antar-unit

kerja serta evaluasi berkala terhadap implementasi IKU, Kepaniteraan



Mahkamah Agung berupaya memastikan bahwa setiap indikator yang
ditetapkan tetap relevan, terukur, dan mendukung pencapaian tujuan strategis
lembaga. Dengan penyesuaian tersebut, IKU Kepaniteraan diharapkan mampu
menjadi instrumen penggerak peningkatan kinerja yang berkesinambungan
serta berkontribusi pada terwujudnya tata kelola administrasi yang efektif,

efisien, dan akuntabel .



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPANITERAAN 2025 -2029

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN
UTAMA UTAMA
2 3
1. | Terwujudnya a. Persentase penyelesaian | Jumlah perkara yang
penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat Waktu x 100%
perkara di diselesaikan tepat waktu | Jumlah Perkara yang
Mahkamah diselesaikan satu Periode
Agung yang
transparan Ket :
dan modern

Indikator ini menghitung proses perkara yang di
selesaikan berdasarkan jangka waktu Penanganan
perkara berdasarkan SK KMA Nomor
214/KMA/SK/XI11/2014 yaitu 250 hari. Perkara
dihitung dari berkas di register sampai dikirim ke

pengadilan pengaju.
b. Persentase Perkara yang | Jumlah Perkara Putus Tepat
diputus sesuai dengan Waktu x 100%
jangka waktu Jumlah Perkara PutusSatu
penanganan perkara Periode
Ket :

Indikator ini menghitung proses perkara yang di
Putus oleh Majelis Hakim dengan jangka waktu
memutus 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima di
Majelis sampai dengan perkara di kirim ke
Panmud Perkara.

c. Persentase perkara yang | Jumlah Perkara  Minutasi

minutasi/dikirim Tepat Waktu x 100%
kepengadilan pengaju Jumlah Perkara Minutasi Satu
tepat waktu Periode

Ket :

Indikator ini menghitung proses perkara yang di
minutasi dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak perkara diterima oleh panmud
perkara sampai dengan dikirim ke pengadilan
pengaju.




KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN

UTAMA UTAMA
2 3
d. Persentase salinan Jumlah Perkara yang

putusan yang tidak dikirim-Jumlah Perkara
dimohonkan Renvoi x 100%
pembetulan oleh Jumlah Perkara yang dikirim
pengadilan
pengaju/permohonan Ket
renvoi Tndit

Indikator ini menghitung perkara yang tidak
dikembalikan/tidak dimintakan Renvoi (perkara
yang dikembalikan ke Mahkamah Agung oleh
Pengadilan Pengaju karena adanya kesalahan
penulisan/redaksional).

e. Persentase perkara yang | Jumlah Perkara yang
memenuhi syarat diterima-Jumlah Perkara yang
kelengkapan berkas dikembalikan ke Pengadilan x 100%

Pengaju

Jumlah Perkara yang diterima

Ket :

Indikator ini menghitung perkara yang diterima di
Kepaniteraan telah sesuai dengan ketentuan syarat
formil (sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 207 /KMA/SK.HK2/X/2023
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan
Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan
Peninjauan Kembali Menimbang Di Mahkamah
Agung Secara Elektronik dan Surat Panitera
Nomor 735/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tentang
Penegasan Ulang Beberapa Ketentuan Terkait
Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/Peninjauan

Kembali)
f. Persentase informasi Jumlah Putusan perkara yang
perkara yang di dipublikasikan x 100%
publikasikan Jumlah Perkara yang

diminutasi




KINERJA
UTAMA

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN

2

3

Ket:

Indikator ini menghitung jumlah perkara yang di
publikasikan setelah perkara tersebut diMinutasi/
dikirim ke Pengadilan Pengaju (Sesuai SK KMA
No. 144 Tahun 2007 tentang Pedoman Layanan
Informasi di Pengadilan).

Terlaksananya . Nilai Akuntabilitas Nilai  Akuntabilitas ~ Kinerja  Instansi
dukungan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung
manajemen Pemerintah Mahkamah
pada Agung Ket :
kepaniteraan Indikator ini merupakan capaian dari Nilai
yang prima Akuntabilitas Kinerja Kepaniteraan setiap tahun
dan optimal
. Nilai Kinerja Anggaran | Nilai Kinerja Anggaran
Ket :

Indikator ini merupakan Penggabungan dari nilai
Kinerja Anggaran Kepaniteraan
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